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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCURIAN FASILITAS PUBLIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 335/Pid.B/2025/PN.LLG)

DENDI PRAMADANI

Pencurian fasilitas publik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang
memiliki dampak luas karena tidak hanya merugikan pemerintah sebagai pemilik
aset tetapi juga mengganggu kepentingan masyarakat umum, karena faktor
ekonomi rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan fasilitas publik
yang seharusnya memberikan layanan sosial ekonomi dan keselamatan masyarakat
justru menjadi sasaran kejahatan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaku
pencurian fasilitas publik bertanggung jawab pidana serta bagaimana hakim
mempertimbangkan kasus 335/Pid.B/2025/PN LIg. Tujuan dari penelitian ini untuk
mempelajari berbagai cara pelaku pencurian fasilitas publik bertanggung jawab
secara pidana serta prinsip prinsip yang di gunakan hakim saat memberikan sanksi
pidana. penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang undangan
dan melihat keputusan pengadilan serta peraturan hukum pidana. hasil penelitian
menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur unsur tindak pidana pencurian yang di atur
dalam Pasal 362 dan 363 KUHP termasuk mengambil barang milik orang lain
secara melawan hukum bersamaan dengan kesalahan yang dapat di pertanggung
jawabkan menentukan pertanggung jawaban pidana pelaku. Dalam putusan nomor
335/Pid.B/2025/PN Llg hakim mempertimbangkan elemen yuridis sosiologis dan
filosofis termasuk fakta persidangan alat bukti yang sah tingkat kerugian fasilitas
publik keresahan masyarakat dan keadaan yang memberatkan dan meringankan
terdakwa. putusan pidana di buat dengan mempertimbangkan kepastian hukum
keadilan dan keuntungan. Tujuannya untuk memberikan hukuman jera dan
pembinaan terhadap pelaku. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku pencurian
fasilitas publik bertanggung jawab pidana berdasarkan asas kesalahan dan tujuan
pemidanaan. Sementara itu pertimbangan hakim berfokus pada menjaga
kepentingan umum dan mencegah tindak pidana serupa terjadi lagi.

Kata Kunci: PertanggungJawaban pidana, Pencurian fasilitas publik, Pertimbangan
hakim, Putusan pengadilan.
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ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS
OF PUBLIC FACILITY THEFT
(STUDY OF DECISION NUMBER 335/p id.b/2025/pn.l1g)

DENDI PRAMADANI

Theft of public facilities is a form of crime that has a wide impact because it not
only harms the government as the owner of the assets but also disrupts the interests
of the general public. Due to economic factors, low legal awareness and weak
supervision of public facilities that should provide socio-economic services and
public safety have become targets of crime. This study examines how perpetrators
of theft of public facilities are criminally responsible and how judges consider case
335/ Pid.B /2025 / PN Llg. The purpose of this study is to study the various ways
in which perpetrators of theft of public facilities are criminally responsible and the
principles used by judges when imposing criminal sanctions. Normative legal
research uses a statutory approach and looks at court decisions and criminal law
regulations. The results of the study indicate that the fulfillment of the elements of
the crime of theft as regulated in Articles 362 and 363 of the Criminal Code,
including taking someone else's property unlawfully, along with responsible errors,
determines the perpetrator's criminal responsibility. In decision number
335/Pid.B/2025/PN Llg, the judge considered legal, sociological, and philosophical
elements, including trial facts, valid evidence, the extent of damage to public
facilities, public unrest, and aggravating and mitigating circumstances for the
defendant. Criminal decisions are made by considering legal certainty, justice, and
profit. The goal is to provide deterrent punishment and provide guidance to the
perpetrator. This study found that perpetrators of theft of public facilities are
criminally responsible based on the principle of fault and the purpose of
punishment. Meanwhile, the judge's considerations focused on safeguarding the
public interest and preventing similar crimes from occurring again.

Keywords: criminal liability, theft of public facilities, judge's considerations, court
decisions.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum pidana atau sering disebut juga sebagai ilmu hukum pidana
merupakan cabang ilmu yang mempelajari aturan aturan hukum yang berkaitan
dengan tindak kejahatan serta pemidanaannya.! hukum kriminal adalah suatu
cabang ilmu hukum yang mengarahkan tindakan apa saja dilarang dan di
perbolehkan serta menentukan sanksi bagi pelanggaranya.? pencurian merupakan
salah satu bentuk tindakan kriminal yang seperti yang dijelaskan dalam pasal 362
kitab undang undang hukum pidana, yang mendefinisikannya sebanding dengan
mengambil barang orang lain baik sebagian besar maupun secara keseluruhan
dengan maksud untuk menguasainya sebagai tidak sah.>

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yanag hingga saat ini masih
sering terjadi di tengah masyarakat pemerintah bersama masyarakat telah
melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. tetapi
tidak dapat di hilangkan sepenuhnya karena setiap tindakan kriminal tidak dapat
dihilangkan dengan mudah hanya dapat di minimalisir tingkat kejadian.’
karakteristik kebiasaan atau kejahatan profesional hal hal yang terjadi di

lingkungan dan metrik keuntungan adalah penyebab perbuatan yang melanggar

! Erwinda Tarigan, Alpi Sahari dan Bisdan Sigalingging, Analisis Disparitas Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. luris Studia: Jurnal Kajian
Hukum, 5.3, (2024), hal 66-958.

2 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika. 2017. hal 2.

® Restri Fauzi, Sekar dan Fery Dona, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres
Purworejo. Jurnal Al-Hakim :4.1, (2022) hal 43-63.

* Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. Jurnal
Pahlawan, 2.2,(2019), hal 1-8.



Hukum pidana pencurian. faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan
pecurian dibagi menjadi dua faktor yakni faktor luar dan dalam. faktor dalam
berasal dari dalam diri pelaku, seperti unsur pendidikan dan individu faktor
eksternal berasal dari luar dan dapat beragam dan kompleks.’

Pencurian fasilitas publik adalah salah satu jenis pencurian yang menarik
untuk dipelajari lebih dalam. fasilitas publik merupakan sarana dan prasarana yang
di bangun dan di sediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum guna
mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. fasilitas publik
berkaitan dengan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pelayanan pemerintah
kegiatan ekonomi keselamatan serta berbagai kebutuhan sosial lain. dengan sarana
yang tersedia fasilitas pemerintah daerah ini memiliki kemampuan untuk

mengembangkan sayapnya mungkin untuk melakukan kesejahteraan masyarakat di

mana diinginkan.® contoh dari fasilitas publik antara lain meliputi jalan raya sarana
transportasi umum sistem saluran air jembatan jalan layang (flyover) terowongan
bawah tanah (underpass) halte jaringan listrik kanal pengendali banjir trotoar jalur
khusus bus (busway) tempat pembuangan sampah dan berbagai fasilitas umum
lainnya.” aksesibilitas publik memberikan kemudahan bagi masyrakat fasilitasini

harus di pelihara dengan baik. kebijakan publik ini dapat memiliki kesan dan nada

% Sahat Maruli T Situmeang, Buku Ajar Kriminologi, (Depok: PT Rajawali Buana Pusak.
2021). hal 91.

® Dewi. Rosanti, Adam Idris and Rita. Kalalinggi, Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota
Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Jurnal Administrative Reform 3.2
(2015).hal 66-255.

" Wahyu ihsan Pane, Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa
Lampu Hias Di Kota Pekanbaru, 2021. hal 29



ras tetapi peran ras jarang dibahas dan tidak ada korelasi yang mengungkap
bagaimana kebijakan tersebut berdampak buruk pada komunikasi atau masyarakat.®
Pencurian memiliki efek yang buruk tergantung pada jenis pencurian dan
korbannya. salah satu jenis pencurian yang marak terjadi yakni pencurian fasilitas
publik dampak dari tindakan pencurian ini menyebabkan masyarakat kurang
memiliki akses ke layanan dasar. hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur publik
yang baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses ke
layanan dasar ini. Setelah pencurian terjadi investasi yang seharusnya digunakan
untuk meningkatkan atau memelihara infrastruktur tersebut harus dialokasikan,
sehingga kualitas dari layanan publik menurun.? menurut hukum pidana pencurian
fasilitas publik termasuk dalam jenis pencurian biasa yang ditentukan dalam pasal
476 KUHP baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 apa menyebutkan bahwa “setiap
orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori V yakni sebesar Rp. 500.000.000.00 lima ratus juta rupiah”.
Pencurian apa terjadi terhadap barang atau fasilitas apa digunakan untuk
kepentingan umum maka pencurian tersebut termasuk dalam kategori tindak

seseorang yang di dakwa atas pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur

® Fadly Khoirul. Skripsi. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas
Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Universitas Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2025. hal 20

° Fadilla Meita Indah dan Ratnawati Nirdukita, Peranan Pembangunan Infrastruktur Dalam
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Jurnal Ekonomi:Journal of Economic.15.1, (2024) hal
10-22.



dalam pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2022 apa
mengancam pelaku dengan hukuman.'® penjara paling lama tujuh tahun Pasal ini
mencakup beberapa keadaan pemberat antara lain pencurian yang di lakukan saat
terjadi letusan kebakaran banjir gunung runtuh kapal terdampar atau kecelakaan
pencurian kereta api yang terjadi pada waktu malam di pekarangan atau rumah
tertutup apa memiliki properti dan dilakukan oleh orang yang dikenal di kenal
serta pencurian yang dilakukan oleh setidaknya dua orang individu melalui
kolaborasi.

Bergantung di karakteristik tindak pidana seperti waktu dan cara pencurian,
hukuman yang dapat diterima oleh orang yang mencuri dapat berbeda beda.
menurut Pasal 363 KUHP dapat mengkualifikasikan pencurian dengan
menggunakan pemberatan.’’ akibatnya sanksi pidana yang diterapkan oleh
penegakan hukum bukan hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada
korban tetapi juga untuk menghentikan tindakan kriminal serupa di masa depan,
menciptakan rasa aman di masyarakat.’*> Kepentingan umum dan konsekuensi
sosial dari tindak pidana ini dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam praktik
peradilan saat mereka memberikan keputusan kepada pelaku. hal ini

memungkinkan penegakan hukum untuk memperhatikan tidak hanya sanksi pidana

9 Gilberto Carrién-Barco and others,The Social Value of Public Infrastructure Works,
Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 13.3 (2024), hal 364.

1 Dewo Wapa Soembogo and Ermania Widjajanti, Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 Kuhp (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/Pn.Tjp),
Reformasi Hukum Trisakti, 2.1 (2020), hal 1-15.

2" Nelssen Alessandro and R. Rahaditya, Implikasi Yuridis Putusan Nomor
596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan
Bermotor, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7.1 (2024),
hal 83-174.



tetapi juga konsekuensi sosial yang ditimbulkannya.™ putusan pengadilan negeri
lubuklinggau nomor 335/pid.b/2025/pn.llg menjadi contoh yang dapat di andalkan
dalam penerapan hukum pidana terhadap individu yang melakukan pencurian
fasilitas publik. sangat penting untuk mempelajari pertimbangan hukum yang
dilakukan oleh majelis hakim saat menganalisis kasus ini, terutama dalam hal
menilai elemen kesalahan. faktor emosional dan moral ditambahkan ke dalam
pertanggung jawaban pelaku karena properti yang dicuri adalah aset milik publik
yang diberikan untuk kepentingan umum. hakim dapat menilai dampak sosial dari
pencurian termasuk kerugian yang disebabkan oleh masyarakat luas keputusan
akhir tentang sanksi harus mempertimbangkan hal hal seperti niat pelaku, keadaan
mereka dan konteks sosial tindakan pencurian ini sejalan dengan penelitian yang
menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam
membuat keputusan hakim yang mencakup dampak sosial dari tindakan pidana
dan pertanggung jawaban pelaku.'*

Penelitian ini penting karena pencurian fasilitas publik sering kali dipandang
sebagai kejahatan kecil pada hal memiliki dampak yang signifikan terhadap
masyarakat. selain itu, diharapkan penelitian ini akan membantu mengembangkan
ilmu hukum pidana khususnya dalam memahami konsep pertanggung jawaban
pidana terhadap pencurian yang menyangkut kepentingan publik. penting untuk

menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana diterapakan oleh hakim

131 .a Ode Awal Sakti,Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif,Jurnal limiah Universitas Muhammadiyah Buton, 7.4 (2021), hal
92-585.

1 Awaluddin Awaluddin, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid. Analisis Yuridis Terhadap
Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum
Kepolisian. Indonesian Journal of Legality of Law, 4.1, (2021), hal 50-57.



dalam kasus pencurian fasilitas publik melalui studi putusan nomor

335/pid.b/2025/pn.llg.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian
fasilitas publik studi dalam putusan nomor 335/pid.b/2025/pn.llg?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap pelaku pencurian fasilitas publik dalam putusan nomor
335/pid.b/2025/pn.l1g?

C. Ruang lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi topik diskusi pembahasan dengan
berkonsentrasi pada analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak
pencurian  fasilitas publik berdasarkan studi pada putusan nomor
335/Pid.b/20225/pn.llg. dengan mengambil penelitian studi putusan nomor
335/pid.b/20225/pn.11g. penelitian ini dibatasi pada analisis pertanggung jawaban
pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik berdasarkan putusan nomor
335/pid.b/20225/pn.llg.
D. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam
menerapkan pertanggung jawab pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik
berdasarkan studi putusan nomor 335/pid.b/20225/pn.llg :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawab pidana di terapkan oleh hakim dalam

kasus nyata keadilan terhadap pelaku pencurian fasilitas publik.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik pada
putusan nomor 335/pid.b/20225/pn.llg.

Manfaat penelitian sebagai berikut:

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1)  Manfaat teorilitas
Memberi inspirasi untuk kemajuan ilmu hukum pidana terutama mengenai
pertanggung jawaban pidana dalam kasus pencurian fasilitas umum.

2) Manfaat praktis
Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan
untuk penelitian lebih lanjut tentang pencurian dan perlindungan fasilitas
publik. untuk penegak hukum temuan penelitian ini mungkin menjadi
memasukan untuk menilai seberapa konsisten pertimbangan hakim dan
nerapan hukum pidana dalam kasus sejenis selain itu penelitian ini dapat

menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kerangka konseptual.
Dalam kaitannya dengan kasus pelaku pencurian fasilitas publik, ada
beberapa definisi yang harus didefinisikan dalam penelitian ini:

1) Pertanggung jawaban pidana adalah proses evaluasi yang dilakukan setelah
seluruh unsur atau pembuktian terkait tindak pidana terpenuhi.*

2) Pencurian adalah fenomena pelanggaran kriminal dilakukan dengan
mendapatkan atau melakukan tindakan mengambil benda milik orang lain
tanpa persetujuan atau tanpa memiliki hak atasnya.™®

1> Agusrusianto, Buku Ajaran Tindak Pidana Pertanggung Jawaban, (Kencana:jakarta, 2016).
hal 12.
' Hamdiyah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. Jurnal
Tahqiqga : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam:18.1. (2024) hal 98-108.



3)

4)

5)

Fasilitas publik adalah metode yang telah disediakan untuk kepentingan
masyarakat sama seperti trotoar halte jalan raya penyebrangan jalan raya
penerangan jalan dan lain lain. masyarakat harus menjaga fasilitas publik
karena dengan adanya fasilitas publik ini berguna untuk memfasilitasi
masyarakat untuk melakukan beraktivitas sehari hari dengan aman nyaman
dan tentram.*’

Pelaku merupakan individu yang melakukan tindak kejahatan yang sering
disebut sebagai “pelaku pidana” kriminologi mempelajari pelaku kejahatan
dengan pendekatan yang bersifat optimistis yaitu berupaya memahami
alasan atau faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan
kriminal.*®

Pidana adalah menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan
tindak pidana.™

F. Review studi terdahulu yang relevan

Penelitian sebelumnya telah relavan dengan topik dan persamaannya baik

langsung maupun tidak langsung, jadi penulis memiliki kemampuan untuk

membedakan teori tentang topik yang sama seperti penelitian ini menggunakan

acuan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pembahasan:

Tabel. Review studi terdahulu yang relavan

No Judul dan Permasalahan Hasil
Nama penulis penelitian
1. | Analisis Permasalahan Hasil penelitian menunjukkan
Kriminologi penelitian Apa saja | Penelitian menyimpulkan
terhadap penyebab  terjadinya | bahwa pencurian fasilitas
Pencurian tindakan kejahatan | umum berupa lampu hias
Fasilitas Umum | pencurian fasilitas | terjadi karena adanya motivasi

Berupa Lampu

publik berupa lampu

ekonomi pelaku adanya target

Hias di Kota hias di Kota Pekanbaru | yang menarik dan mudah di
Pekanbaru. Pembahasan curi serta adanya kondisi yang
Skripsi: Wahyu | menggunakan tiga | memberikan kesempatan
Ihsan Pane, indikator  yaitu A | kepada pelaku. Lampu hias

"M Reza, Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan

Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 305/Pid. B/2018/Pn ., Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

® Ibrahim Fikma Edrisy. Kamilatun, and Angelina Putri, Kriminologi (Bandar Lampung:

Pustaka Media, 2023). hal 40.

® R Wiyon, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Science Signaling (jakarta: Sinar Grafik, 2022). hal 11.



Universitas Motivated  Offender | menjadi sasaran karena berada
Islam Riau, pelaku yang | di  lokasi yang minim
Tahun 2021.% termotivasi, A Suitable | pengawasan dan jauh dari

Target target atau | pemukiman masyarakat serta

sasaran yang menarik | pengamanannya mudah

dan kondisi yang aman | dibongkar. Selain itu

untuk melakukan | kurangnya pengawasan

kejahatan. Pada | pemerintah penegak hukum

indikator pertama di | dan kepedulian masyarakat

temukan adanya | menyebabkan pelaku lebih

motivasi untuk | leluasa melakukan pencurian.

memperoleh

keuntungan ekonomi.

Pada indikator kedua

lampu hias menjadi

sasaran karena

menarik bernilai

ekonomi berada jauh

dari pemukiman dan

mudah di bongkar.

Pada indikator ketiga

pencurian terjadi

karena kurangnya

pengawasan

pemerintah atau

penegak hukum dan

kurangnya kepedulian

masyarakat sekitar.

2. | Kajian Permasalahan yang di | Penelitian ini menggunakan
Kriminologis bahas dalam Penelitian menyimpulkan
Tindak Pidana penelitian ini bahwa  faktor  penyebab
Pencurian meliputi:1. apa saja pencurian berasal dari faktor
Hewan Ternak faktorpenyebab internal dan eksternal, antara
Kambing di terjadinya tindak lain rendahnya pendidikan,
Kelurahan Ulu pidana pencurian niat pelaku, kelalaian korban,
Gedong hewan ternak kondisi ekonomi, serta
Kecamatan kambing. 2.bagaimana | pengaruh lingkungan. Upaya
Danau Teluk upaya penanggulangan di lakukan
Kota Jambi penanggulangan melalui patroli rutin
skripsiAhmad tindak pidana sosialisasi  kepada pemilik
Multazami, pencurian hewan ternak ronda atau kerja sama
Universitas ternak kambing. masyarakat serta penyelesaian
Batanghari melalui  pengadilan  dan

2 \Wahyu ihsan Pane, Skripsi, Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum
Berupa Lampu Hias Di Kota Pekanbaru, 2021, hal 27.
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Jambi, Tahun
2022/2023.

mediasi. Adapun kendalanya
adalah kurang optimalnya
partisipasi masyarakat dalam
melaporkan  kejadian  dan
sulitnya mengumpulkan
barang bukti.

3. | Pertanggung
jawaban Pidana
terhadap Pelaku
Tindak Pidana
Pencurian yang
Mengidap
Gangguan
Kleptomania
Analisis Putusan
Nomor
142/Pid.B/2021/
PN. Smn.
Skripsi: Ezra
Zachary Rakan
Maoelana, UIN
Syarif
Hidayatullah
Jakarta, Tahun
2024.%

Permasalahan yang di
bahas adalah 1. faktor

penyebab pelaku
kleptomania
melakukan tindak

pidana pencurian 2.
pertimbangan majelis
hakim dalam
menerapkan sanksi
kepada pelaku tindak
pidana pencurian yang

mengidap  gangguan
kleptomania.

Pembahasan

menemukan  bahwa
pencurian di lakukan
karena adanya
dorongan atau

keinginan yang kuat
dari dalam diri pelaku
untuk mencuri.
Penelitian juga
membahas
pertanggungjawaban
pidana, penerapan
Pasal 44 KUHP, serta

pertimbangan  hakim
dalam  menjatuhkan
pidana.

Hasil penelitian bahwa faktor
penyebab pencurian pada
pelaku kleptomania adalah
adanya dorongan atau hasrat
yang kuat untuk mengambil
barang milik orang lain.
Pemeriksaan kondisi kejiwaan
terdakwa tidak di lakukan
secara memadai, sehingga
penerapan sanksi tidak sesuai
dengan Kketentuan Pasal 44
KUHP. Pertimbangan hakim
tidak memasukkan pendapat
atau keterangan ahli mengenai
kondisi kejiwaan terdakwa
sebagai  indikator  dalam
menentukan
pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini sangat relevan dengan skripsi wahyu ihsan pane. yang berjudul

analisis kriminologi terhadap pencurian fasilitas umum: lampu hias di kota pekan

2! Multazami, Ahmad, Skripsi, Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak
Kambing Di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Diss. Universitas

Batanghari Jambi,2025, hal 19

2 Maoelana, Ezra Zachary Rakan, skripsi, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Yang Mengidap Gangguan Kleptomania (Analisis Putusan Nomor
142/Pid. B/2021/Pn. Smn), Bs Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2024, hal 11
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baru karena keduanya membahas tindak pidana pencurian fasilitas publik.
penelitian wahyu berfokus pada analisis kriminologis tentang faktor faktor yang
menyebabkan pencurian fasilitas umum, khususnya lampu hias di ruang publik.
penelitiannya menunjukkan bahwa dorongan ekonomi kurangnya pengawasan
pemerintah dan masyarakat, dan kesempatan yang memungkinkan pelaku bertindak
adalah faktor faktor yang mendorong pencurian. penelitian empiris dilakukan
melalui studi kasus dengan wawancara dan observasi langsung. penelitian ini dan
penelitian sebelumnya menunjukkan jenis kejahatan yang sama pencurian fasilitas
publik sehingga memberikan dasar empiris yang penting bagi penelitian saat ini
meskipun fokus utama penelitian ini terletak pada penyebab kejahatan terjadi.
namun, penelitian ini lebih fokus pada pertanggung jawaban pidana pelaku yang
memperluas analisis yang telah dilakukan oleh wahyu ihsan pane sebelumnya.
Analisi perbedaan antara penelitian ahmad multazami. yang berjudul kajian
kriminologis tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di kelurahan ulu
gedong kecamatan danau teluk kota jambi. penelitian ahmad menggunakan jenis
penelitian empiris untuk menganalisis faktor faktor yang berkontribusi pada tindak
pidana pencurian. ia menemukan bahwa faktor internal seperti niat pelaku dan
pendidikan yang rendah dan faktor eksternal seperti ketidak tahuan tentang
lingkungan bertanggung jawab atas pencurian. karena keduanya menggunakan
pendekatan empiris untuk memahami latar belakang sosial pelaku dan kondisi
masyarakat yang memungkinkan tindak pidana penelitian ini relevan dengan topik
penelitian saat ini. oleh karena itu penelitian ahmad memberikan perbandingan

yang menguntungkan dari segi metodologi dan pendekatan penelitian lapangan.
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Namun objek kejahatannya berbeda pencurian hewan ternak bukan pencurian
fasilitas publik dan penelitian ini memberikan pembanding yang bermanfaat.

Analisisi perbedaan skripsi ezra zachary rakan maoelana. yang berjudul
pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang
mengidap gangguan kleptomania (Analisis Putusan Nomor
142/Pid.B/2021/PN.Smn), terkait erat dengan penelitian ini terutama dalam hal
aspek yuridis normatif. ezra melihat bagaimana keputusan hakim sesuai dengan
hukum dan bagaimana pertanggung jawaban pidana diterapkan terhadap pelaku
pencurian yang menderita gangguan mental ia menemukan bahwa tanpa
pemeriksaan kejiwaan, pelaku dengan gangguan kleptomania tidak dapat dikenakan
sanksi pidana. ini bertentangan dengan undang undang kesehatan jiwa nomor 18
tahun 2014. penelitian ezra sangat relevan untuk penelitian ini karena keduanya
membahas pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian berdasarkan analisis
putusan pengadilan. namun, penelitian ini berfokus pada pelaku yang sehat secara
hukum, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding untuk menilai bagaimana
hukum pidana diterapkan terhadap pelaku pencurian fasilitas publik dalam berbagai
konteks.

Secara keseluruhan ketiga penelitian tersebut saling melengkapi. penelitian
wahyu ihsan pane memberikan dasar empiris dan sosial untuk fenomena pencurian
fasilitas publik penelitian ahmad multazami memperkuat pendekatan metodologis
dengan menganalisis faktor sosial ekonomi pelaku dan penelitian ezra zachary
rakan maoelana menambah dimensi yuridis normatif dengan menganalisis

pertanggung jawaban pidana berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya
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penelitian ini dianggap sebagai kombinasi dari ketiganya menggabungkan elemen
kriminologis empiris dan yuridis normatif untuk memberikan analisis yang lebih
mendalam mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap individu yang mencuri
fasilitas publik.

penelitian ini tidak hanya membahas penyebab kejahatan sebagaimana
dilakukan oleh wahyu dan ahmad tetapi juga bagaimana hakim dan penegak hukum
menilai elemen kesengajaan, kesalahan, dan dasar hukum ketika mereka
menjatuhkan pidana terhadap pelaku, seperti yang dilakukan ezra. penelitian ini
bertujuan untuk memperluas analisis empiris menjadi penilaian hukum substantif
berdasarkan keputusan pengadilan yang nyata, Yyaitu keputusan nomor
335/pid.b/2025/pn.llg. Dengan cara seperti yang diharapkan penelitian ini dapat
berkontribusi ilmiah baru dalam kajian kriminologi hukum khususnya mengenai
penerapan prinsip pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang

merugikan fasilitas publik dan kepentingan komunitas umum.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis studi ini untuk di gunakan penulisan skripsi yaitu studi hukum
normatif merupakan penelitian hukum normatif mendefinisikan hukum
sebagai penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai
obyek kajiannya. bersifat utopia semata mata tetapi telah ditetapkan dan
diatur dalam bentuk standar, prinsip, dan struktur hukum yang berlaku.
penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian di bidang hukum

dogmatik adalah penelitian yang menyelidiki mempertahankan dan
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mengintegrasikan struktur hukum positif dengan struktur logika.? studi ini
dilakukan melalui penelaahan sumber data hukum primer sekunder dan
tersier penulis menggambarkan bagaimana pertanggung jawaban pidana
terhadap pelaku pencurian fasilitas publik dan keputusan hakim saat
memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencurian fasilitas publik yang
tidak menguji hipotesa.
2. Sumber data
Penelitian ini menggunakan tiga sumber data: primer, sekunder dan
tersier Data ini diperoleh melalui observasi.

a. Bahan hukum primer: materi aturan yang otoritas (autoritatif)
termasuk kitab undang undang perdata dan studi akademik yang
dibutuhkan untuk membuat rancana undang undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini
adalah :

1. Putusan nomor 335/pid.b/2025/pn.lIg

2. Kitab hukum undang undang hukum pidana dalam UU No.1 tahun

2023.

b. Bahan hukum sekunder: sumber statistik apa tidak memberi secara

langsung data kepada penerima ini dapat bersumber dari banyak

sumber, termasuk laporan, buku, artikel, dan jurnal.?*

% Suyanto, Metode Penelitian Hukum (gresik: Ungres press, 2022), hal 86.
24 Zainudin ali, Metode Penelitian Hukum, (jakarta: sinar gerapik, 2022). hal 47.
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c. Bahan hukum tersier: kamus bahasa ensiklopedia umum dan
ensiklopedia hukum adalah sumber referensi yang membantu sumber

hukum primer dan sekunder.?

3. Metode pengumpulan data
Mengumpulkan menghimpun atau menjaring data penilitian
disebut pengumpulan data Penulis menggunakan metode ini di temukan
dalam penelitian ini metode pengumpulan informasi yakni observasi.
Observasi merupakan aktivitas melacak dan mencatat berbagai fakta
yang dibutuhkan dalam proses penelitian.?®
4. Metode analisis data
Tentang menghasilkan kesimpulan yang lebih cepat pengumpulan
data harus diperiksa dengan teliti dan disederhanakan secara secara

keseluruhan.?’

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press (Mataram: Mataram
University Press. 2020). hal 62.

% Rifa i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
(yogyakarta, 2021), hal 90.

%7 Suwarto, Dasasr-Dasar Metologi Penelitian, (yogyakarta:cv andi),2022, hal 29-41.
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H. Sistematika Penulisan

Pada sistematis penulisan ini ada empat bagian sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi
terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.

BAB Il  TINJAUAN PUSTAKA
Ini di sajikan mengenai pengertian, dan teori pertanggung jawaban
pidana, Tindak pidana pencurian, konsep fasilitas publik.

BAB Il PEMBAHASAN
Ini menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap
pelaku pencurian fasilitas publik dipelajari di dasarkan pada
keputusan nomor 335/Pid.B/2025/PN.LIg dan bagaimana hakim
memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana untuk pelaku
pencurian fasilitas publik.

BAB IV PENUTUP
Ini berisi kesimpulan kesimpulan dan saran.

DAFTRA PUSTAKA

LAMPIRAN
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